
illenteri Perenmnarn Pemhangunan Nasional /

Kepala Badan Perencanaan Pembrngunan Nasional

SAITNAN
KIPUTUSAII MENIIRI PERI;NCANAAN Pf,MBA,I\GL,NAN NASIONAI/

KEPAI-A BADAN PERINCANAAN PT-MBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP. 53A/M.PPI]/HK/07 /20IO

Tf,NTANG
PEMBENTI]KAN'NM PENGEMBANGAN KERJASAMA

PLMERIM AH DAN BADAN USAHA

MENI'TRI PERENCANAAN PIMBANCIINAN NASIONAL,/
KXPAI.A BADAN PERINCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI.

ll{enintbang a. bahwa dalanr rangka nteldul.ung Kerjasama pemerintah .lan Badan
Usaha dalanr tenyediaan Infrastruktur, perlu adanya suafu
kebtakan untuk rllemperiuas pola ke4asama pcmerintah dan badan
usaha;

bahwa berdasar.kan perlinlbangan sebagainuna dimaksud dalam
hurut a. perlu ntembenfuk Tim pengelnbangah Xeriasama
Pemerintah dan Eadan Usaha:

bahwa pejabat yang namanya tefcantum dalam Lanlpiran Keputusan
ini dianggap fllanlpu dan memcnuhi persyaratan untuk duduk dan
nrelaksanakan tugas sebagai an&iota Tim pengembangan Kerjasfta
Pcmerintah dan Sadan L'saha;

UndanS-Undans Nomor 47 Tahun ZOO9 teflfang Anggaran
Pendapatafl dan Bclanja Negara Tahun An&laran 2OIO (I,€nlbaran
Ncgam Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nonlor 156, Tambahan
t mbalan Negar.a Republik Indonesia Nomor 5075);

Keputusan Presidefi Nontor 42 Tahun 2OO2 tentang pelaksanaan
Arggaran Pendapatan da.a Belallja Negara (Lembaran Negara
Republik Indoiesia Tahvn 2OOZ N*omor 73, Tambahan tcmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, ternkhir dengan Keputusan presiden Nomor
72 Tahun 2OO4 (Lenbaran Negara rlepublik lndonesia Tahun 2OO4
Nomor 92, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4418)l
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tah$n 2OO7 tentang Badan

Perehcanaan PembanEunan Nasional;

Peraturan Fresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentant Pembehtukan

dan OrSanisasi Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasiohal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER.Oo4lM.PPN,/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara

Pererrcanaan Pembahgunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir defl8an Peraturan Meflteri Negara Perencaflaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Penrbangunan
Nasional Norlor PER.003/M.PPN/O9l 2O08;

Peraturan Menteri NeSara Percncana4n PembalSunait
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Peftbangunan Nasioral Nomor
PtR. 005/M.PPN/ 10 /ZOO7 ter,t^ng Organisasi dan Tata Kelja
Kenrenterian Negara Peiencanaan PembanSunan Nasional/Badan
Perencaflaan PembanSunan Nasional;

MEMUTUSKAN

KEMM]SAN MENIf,RI PERf,NCANAAN PI,MBANGTjNAN

NASIONAL,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TTNTANG PEMBENTUKAN TIM PXNGEMBANGAN KERJASAMA

PEMERINTAH DAN BADAN USAHA.

Membentuk Tim PenSembanSan Kerjasafta Pemerintah dan Badan Usaha,

dengan susunan keangSotaan sebagaimana tertantum dalam Lampiran
KeputuJan ini.

Tim PenSembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha terdiri atas

Tim Pengarah, Tinl Teknis dan Tim Sekr'€tariat.

Tinl PenSarah bertusaJ:

a. bertanSSung jawab *cara umum terhadap pelakJanaan ke8iatan

pengembaflSan kerjasama pemerintah dan badan usaha;

b, memberikan bimbingan dan arahan umum kepada Tim Teknis;

c. ftenyampaikan hasil laporan ke8iatan kepada Melteri PPN/Kepala

Bappenas.

Tim Teknis berluSas :

a. melakukan kajiat dan evall.asi atas kebijakan dan peraturan

perundang-undanSan yanS terkait dengan kerjasama peme ntah dan

badan usaha;

b. melakukan identifikasi permasalahan yanr teiadi dalam pelaksanaan

kerjasama pemerintah dan badan usahai

c. merumuskan ...
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c. merumuskan kebijakan pola pernbiayaan untuk kerjasatna
pemerintah dan badan usaha di luar sektor infrastrullur;

d. melakukan kajian dan fasilitasi dan proyek-proyek yang berpol€nsi
sebagai proyek kerjasama pemeririah dan badan usaha;

e. melakukafl perinSkatan kapasitas (crpacily buildiry) pada

kenrenterian teknis dan pemerintah daerah atas konsep kerjasama
pemerintah dan badan usaha;

f. melakukan nbnitori s dan evallrasi terhadap proyek-prcyek
kerjasama pemerintah dan badan usaha;

g. menyiapkan dan menSembangkan basis data dan informasi menSenai
proyek-prcyek kerjasama pemerintah dah bad^h \saha;

h. rnerumuskan kebUakan untuk menenhrkan sumber pembiayaan
proyek-prcyek yang dibiayai melalui skerna kerjasama pemerintah
d^n bada\ tsahai

i. menyiapkan dah menyampaikan laporan kegiatan kepada Tim
PenSarah.

Tim Sekrctariat bertuSar :

a, menrfasilitasi tuSas-tugas Tim Tekhisi

b. melakukan tugas-tu8As adnrinistrasi dan kesekretariatan.

Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha berwenanS

untuk mengambil keputusan danlatau kebi,jakan dalam pemberian

bantuan persiapan prcyek kerjasarna Pemerintah d€ngan badan usaha.

Dalam melaksanakan tuSasnya Tim PenSembanSan Kerjasama Pemerintah

dan Badan Usaha dapat dibantu tenaga profesional.

Biaya yang diperlukan untuk pelakanaan tu8a.s Tim Pengembangan

Kerjasama Pemelintah dan Badan Usaha dibebankan petda Antt ran
Pendapatan d^a Relanja Negara Kementerian Percncanaah PembanSunan

Nasiohal/Badan Perencnnaan PembanSunan Nasional.

Kepulusan ini berlaku sejak tan8gal ditetapkan, dan berlaku surut sejak

15 Januari 2010.

MENTTRI PERENCANAAN Pf,MBANGI]NAN NASIONAL/
IGPAI"{ BADAN PERX.NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

nd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai den3an aslinya
Ia Biro Hukunl,

elthy s. SinmtupanS

Ditetapkan di Jakarta
pada tar:€al 1 JuLi 2010



SUSUNAN KXANGGOTAAN
TITT PENGEMBANGAN KXRJASAMA PEMXRINIAH DAN BADAN USAHA

TIM PENGARAH
Ketua

SAI,INAN
LAMPIRAN
KXPUTUSAN MENTf, RI PPN/IGPAI"A BAPPENAS
NOMOR Kf, P.53A,/M.PPN / HK/ 07 / 20 1 O
TANGGAL 1 J{,YLI 20 1 0

Sekrctaris Meflteri Negara PPN/Sekretaris Utatua
Bappenas.

1. Deputi Bidarg Sarana darl prasarana,
Bappenas;

2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Bappenas;

3. Deputi Bidang Ekonomi, Bapperas;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan

Lihgkllngan Hidup, Bappenasi
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan

Otonomi Daerah, Bappefl as;
6. Deputi Bidanr Pendanz4r. pembangunall,

Bappenas;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja

Pembangunall, Bappenas.

Direktur PcnSembangan Kerjasanu Pemerintah dan
Swastar Eappenas.

Direktur Permukiman dan Perumahan, BapFnas.

B TIM'ITKNIS
Ketua

Wakil Ketua

Anggota 1

2

3
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Direldur Transportasi, Bappenas;
Direktur Energi, Telekomunikasi d^n
Informatika, Bappenas;
Dir€ktur Pengairan dah Irigasi, Bappe[as;
Direktur Kesehatan dan cizi Masyarakat,
Bappenas;
Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas;
Direktur Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga, Bappenas;
Direktur Keuangan Negara, Bappeflas;
Direktur Industri, Iptek dan BUMN,
Bappenas;
Direktur Jasa Keuangan dafl Analisis
Moneter) Bappenas;
Direktur PanSan dan Perlanian, Bappenas;
Direktur Kehutanah dan Konservasi Sumber
Daya Air, Bappenas;
Direktur Kelautan dan Peikanafl, Bappenas;
Direktu Sumber Daya Energy, Miheral dan
Pertamba[gan, Bappenas;
Direktur Direktur Perkotaafl dan Perdesaan,
Bappenas;
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Anggota

15. Direktur ...
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15. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunar,

Bappenas;
16. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,

Bappenas;
17. Direktur Alokasi Pendanaan Pembahguflal1,

Bappenas;
18. Direktur Perencanaan dan Pengarrbaqgan

Pendanaan Pembafl gunan, Bappenas;
19. Direktur Pendayagunaan Pendar,a n

Pembangunan, Bapfrenas;
20. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah, Bappenas;
21. Direktur Evaluasi Kinerja Pembaflgun4n

Sektoral, Bappenas.

c TIM SEKRETARIAT
Ketua Kasubdit Kelenlba8aan, Informasi dan Regulasi,

Direktorat Pengenlbangan Kerjasama Pemerintah
dan Swasta (PKPS), Bappenas.

Anggota l

2.

Kasubdit Analisis Tarif dan Resiko, Direktorat
PenSenrbaqgafl Kerjsama Pemerintah dan
Swasta (PKPS), Bappenas;
Kasubdit Pembiayaan dan KerJasama
Illvesfasi, Direktorat Pengembaflgan
Kerjasama Pemerifltah dan Swasta (PKPS),
Bappenas.

MENTTRI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KXPAIA BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,

LtA

AR]VIIDA S. AIISTAHBANA

Salinan sesuai denSan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ithy S. SirlBtupang


